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KATA PENGANTAR

Hukuman mati merupakan salah satu produk hukum yang masih eksis
dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati dijadikan sebagai pidana pokok dan
pidana yang paling berat untuk beberapa kategori kejahatan seperti makar
terhadap Presiden, bersekutu dengan orang luar yang dapat menyebabkan
peperangan, narkotika, korupsi, genosida, dan pelanggaran terhadap kemanusiaan.
Penerapan hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan Pancasila terutama
sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hukuman mati juga
mengingkari hak hidup sebagai dasar hak asasi manusia. Secara hukum, pidana
hukuman mati di Indonesia diberlakukan bersamaan dengan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan ditegaskan lagi dalam
peraturan hukum pidana Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI
yang mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie menjadi
Wetboek van Strafreeht yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Dalam menyelesaikan skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu
penulis dengan cara mereka masing-masing. Oleh karena itu, pertama-tama
penulis memanjatkan pujian dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
selalu membimbing dan menuntun penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
Dengan hati yang tulus, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Matias
Daven selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk
membimbing dan mengoreksi tulisan ini dan menyumbangkan ide-idenya demi
penyelesaian tulisan skripsi ini. Ucapan terimaksih pula kepada Dr. Yosef Kladu
Koten, sebagai dosen penguji yang dengan teliti mengoreksi tulisan skripsi ini,
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berarti dan dengan rendah hati
memberikan masukan untuk diperbaiki demi kelayakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pendidikan
STFK Ledalero yang telah menyediakan berbagai sarana, khususnya buku-buku di
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ABSTRAK
Theodrikus Andriano Rana Lebar (18.75.6459). Tinjauan Kritis Hukuman Mati
Dalam Terang Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)
Program Studi Filsafat dan Teologi Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik
Ledalero.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukuman mati
dalam sistem pemidanaan di Indonesia bertentangan dengan sila kedua Pancasila
“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Pertanyaan kunci sebagai rumusan
masalah utama, Mengapa hukuman mati bertentangan dengan sila kedua Pancasila
yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan Beradab? Bagaimana ideal hukum
yang mesti diterapkan di Indonesia? Dalam mewujudkan tujuan utama itu,
penelitian ini menjelaskan pengertian hukuman mati dan juga eksistensinya dalam
hukum pidana nasional Indonesia, menjelaskan kemanuisaan dalam terang
“kemanusiaan yang adil dan beradab” dan dalam konteks hak asasi manusia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan. Penulis mempelajari masala-masalah dan mengumpulkan data-data
tekstual dari buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan literatur online yang sesuai
dengan tema tulisan. Kemudian data-data itu diolah menggunakan metode
deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukuman mati di
Indonesia amat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. hukuman mati dinilai
sebagai hukuman yang kejam karena mengingkari kemanusiaan yang tertuang
dalam sila kedua Pancasila. Hukuman mati bertentangan dengan konsensus Hak
Asasi Manusia universal. Dalam hukuman mati hak hidup terpidana dirampas dan
dilenyapkan. Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di
Indonesia. Pemidanaan bertujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan untuk
bertobat dan menyesali perbuatannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang
sama. Akan tetapi hukuman mati melenyapkan pelaku kejahatan dan tidak dapat
memasyarakatkannya kembali. Hukuman mati tidak membuka ruang bagi
penjahat untuk memperbaiki kesalahannya dan kemungkinan untuk bertobat.
Hukuman mati bukanlah hukuman yang bijaksana. Penulis memakai keranka
pemikiran Cessare Beccaria yang menyatakan bahwa hukuman mati adalah
hukuman yang jauh dari kebijaksanaan dan cita-cita pencerahan. Beccaria juga
menambahkan bahwa sangsi hukum yang dijatuhkan sebagai penghukuman tidak
boleh dipandang sebagai tindakan balas dendam dari negara terhadap masyarakat
yang melakukan kejahatan.

Kata kunci: Hukuman mati, HAM, Pancasila dan pidana.
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ABSTRACT
Theodorikus Andriano Rana Lebar,(18.75.6459).A Critical Review on the Death
Penalty in the Light of the Second Principle of Pancasila (Just and Civilized
Humanity). Catholic Theology—Philosophy study program, Ledalero Catholic
College ofPhilosophy. 2022.

This study aims to explain the application of the death penalty as a
criminal system in Indonesia which is contrary to the second principle of
Pancasila “Just and Civilized Humanity”. The key question as the formulation of
the main problem is: why is the death penalty contrary to the second principle of
Pancasila which isJust and Civilized Humanity? What is the ideal law that must be
applied in Indonesia? In realizing this main goal, this study explains the meaning
and application of the death penalty in Indonesia’s national criminal law. The
author describes humanity in the light of the principle “just and civilized
humanity” (human rights). In addition, the author also reviews the practice of the
death penalty in Indonesia in light of the very principle.

The method used in writing this thesis was library research. The author
studied the problems and collected textual data from books, journals, articles, and
online literature that were relevant to the writing. They were then analyzed using
the descriptive-analytical method.

Based on the results of the study, it was found that the application of the
death penalty in Indonesia is very contrary to the second principle of Pancasila.
The death penalty is considered a cruel punishment for refuting human values as a
normative content in the second principle of Pancasila. It significantlydisagrees
with the universal human rights consensus since in the death penalty the convict’s
right to life is deprived and annihilated. In addition, the death penalty is contrary
to the philosophy of punishment in Indonesia. Punishment aims to redirect the
perpetrators of crimes to repent and regret their actions so that they do not make
the same mistakes. The death penalty leaves no room for criminals to make
amends and rearrange their lives. Therefore, as Cessare Beccaria points out, the
death penalty is a punishment far from manifesting the wisdom and ideals of
enlightenment.

Key words : Criminal, Detah Penalty, Human Rights and Pancasila
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